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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA 

 

NOMOR 188.4.43/26/DPRD/2023 

 

TENTANG 

 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA 

RAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA 

RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan 

Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka 

Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya telah 

melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2024;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya tentang Persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya 

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Palangka Raya tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 

2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

  10. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia 2018 Nomor 157); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 799); 

  15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 

Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 1); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA 

RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
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KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka 

Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024. 

KEDUA : Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Daerah :  Rp.  1.333.476.507.896,00 

Belanja Daerah : Rp. 1.362.576.731.366,00                                        

 (Defisit) : Rp.       (29.100.223.470,00)  

2. Pembiayaan Daerah 

- Penerimaan : Rp.        95.686.934.811,00 

- Pengeluaran : Rp.   66.586.711.341,00 

- Pembiayaan Netto : Rp. 29.100.223.470,00 

KETIGA  Plafon Anggaran masing-masing Perangkat Daerah 

tercantum dalam Laporan Badan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama 

Pihak Pemerintah Kota Palangka Raya. 

KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 oleh Badan 

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya bersama Pihak Pemerintah Kota Palangka 

Raya. 

KELIMA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya ini Kepada Walikota Palangka 

Raya. 

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 20 Oktober 2023 

 

KETUA  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

 

 

 

SIGIT KARYAWAN YUNIANTO 

 

 

 


